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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur ekonomi digital dan e-commerce di
Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan regulasi tersebut. Dalam penelitian ini,
digunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang melibatkan studi literatur dan wawancara
mendalam dengan para ahli, pelaku industri, dan regulator terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi tersebut masih memiliki banyak celah yang perlu diperbaiki,
terutama dalam aspek perlindungan data pribadi, pengaturan pajak, dan perlindungan konsumen dalam e-
commerce. Selain itu, implementasi regulasi yang ada masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi penegakan
hukum maupun kemampuan untuk beradaptasi dengan cepatnya perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini
merekomendasikan agar Indonesia memperbarui undang-undang terkait perlindungan konsumen, memperkuat
sistem pajak yang mengatur e-commerce lintas batas, serta meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam
transaksi digital. Dengan demikian, diharapkan regulasi yang lebih kuat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi
digital yang berkelanjutan di Indonesia.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations governing the digital economy and e-commerce in Indonesia, as
well as to identify the challenges and potential improvements in these regulations. A qualitative research method
with a descriptive analysis approach was used, involving literature study and in-depth interviews with experts,
industry players, and regulators. The findings show that although Indonesia has regulations such as the
Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Consumer Protection Law, these regulations still
have many gaps that need to be addressed, particularly in aspects of personal data protection, tax regulation, and
consumer protection in e-commerce. Moreover, the implementation of existing regulations faces significant
challenges, both in terms of law enforcement and the ability to adapt to the rapid development of the digital
economy. This study recommends that Indonesia updates laws related to consumer protection, strengthens the tax
system regulating cross-border e-commerce, and improves supervision and security in digital transactions.
Therefore, it is expected that stronger regulations can support sustainable digital economy growth in Indonesia.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan yang sangat
signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak
oleh revolusi digital adalah ekonomi digital dan e-commerce. Di Indonesia, fenomena ini tidak hanya berdampak
pada pola konsumsi, tetapi juga pada cara bisnis dijalankan, sehingga memunculkan tantangan baru dalam hal
regulasi dan hukum yang harus menyesuaikan dengan dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat (Jasmin,
2020; Sari & Taufik, 2021). Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana regulasi hukum di Indonesia
dapat mendukung dan mengatur perkembangan ekonomi digital dan e-commerce yang semakin kompleks.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, Indonesia menyaksikan pertumbuhan e-commerce yang
signifikan. Menurut laporan Google-Temasek, nilai ekonomi internet Indonesia diprediksi akan mencapai 124
miliar USD pada tahun 2025, dengan sebagian besar kontribusi berasal dari e-commerce (Google & Temasek,
2019). E-commerce menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Indonesia, baik di tingkat lokal maupun
global. Namun, meskipun ada potensi yang besar, perkembangan ini juga menuntut adanya kebijakan hukum yang
dapat mengatur dan menjaga agar sektor ini tetap berjalan dengan adil dan menguntungkan semua pihak, termasuk
konsumen, pelaku bisnis, dan pemerintah.

Regulasi terkait ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
global yang mencakup standar internasional yang harus diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Negara-
negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, telah mengembangkan regulasi yang relatif
matang untuk mengatur transaksi digital. Misalnya, Uni Eropa dengan Regulasi Perlindungan Data Umum
(GDPR) yang berfokus pada perlindungan data pribadi pengguna internet, atau Amerika Serikat dengan undang-
undang yang mengatur transaksi online serta perlindungan konsumen digital (Miller, 2020; Lee, 2021). Di
Indonesia, meskipun terdapat beberapa regulasi yang berfokus pada aspek tertentu dari ekonomi digital, seperti
UU ITE, namun masih banyak aspek yang belum diatur dengan jelas, terutama mengenai perlindungan data
pribadi, transaksi lintas negara, dan keamanan transaksi elektronik.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengaturan ekonomi digital di Indonesia adalah adaptasi terhadap
dinamika yang sangat cepat dan terus berubah. Misalnya, keberadaan platform e-commerce besar seperti
Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada telah menciptakan model bisnis yang sebelumnya tidak terbayangkan
dalam dunia perdagangan tradisional. Banyak pelaku bisnis, baik skala kecil maupun besar, bergantung pada
platform-platform ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan omzet mereka. Hal ini mendorong perlunya
regulasi yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur transaksi, tetapi juga untuk menciptakan iklim bisnis yang
adil dan mencegah adanya praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi pasar (Kurniawan, 2019; Dwi, 2021).

Pentingnya regulasi hukum dalam e-commerce juga terkait dengan aspek perlindungan konsumen. Seiring
dengan meningkatnya jumlah konsumen yang bertransaksi melalui platform digital, risiko terhadap penipuan,
produk palsu, dan transaksi yang tidak aman juga meningkat. Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, peraturan tersebut masih dirasa kurang memberikan perlindungan yang cukup dalam
konteks transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur perlindungan
konsumen dalam ruang digital, yang meliputi hak-hak konsumen terkait privasi, pengembalian barang, dan
jaminan keamanan dalam transaksi online (Santosa, 2020; Agustinus, 2021).

Selain itu, aspek perpajakan dalam ekonomi digital juga menjadi isu yang penting. E-commerce
memungkinkan transaksi lintas negara yang semakin kompleks, dan hal ini berimplikasi pada penerimaan pajak
negara. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah bagaimana mengatur pajak atas transaksi
e-commerce yang melibatkan perusahaan asing. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan,
seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur pajak untuk pedagang online
asing, implementasi dan penegakan regulasi ini masih mengalami hambatan, seperti kesulitan dalam melacak
transaksi lintas negara dan mengidentifikasi subjek pajak yang sah (Hidayat, 2020; Yudiono, 2021). Hal ini
menunjukkan bahwa regulasi perpajakan dalam ekonomi digital memerlukan penguatan dan penyempurnaan agar
bisa lebih efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya
dapat mengatur ekonomi digital secara efektif, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dapat
diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai regulasi hukum terhadap ekonomi digital
dan e-commerce di Indonesia menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan yang dihadapi negara ini dalam
mengatur sektor ekonomi digital yang berkembang pesat. Dengan menganalisis kebijakan dan regulasi yang ada
serta mengidentifikasi kekurangan dan hambatan yang masih ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
bagi pengembangan regulasi yang lebih baik, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang
berkelanjutan dan aman di Indonesia (Rahman, 2021; Farida, 2020).

Regulasi hukum terhadap ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia harus berfokus pada penguatan
perlindungan konsumen, pengaturan pajak yang adil, dan menciptakan iklim bisnis yang sehat. Dalam menghadapi
berbagai tantangan yang ada, regulasi hukum yang efektif dan adaptif akan menjadi kunci untuk mendorong
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perkembangan ekonomi digital dan e-commerce yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui penelitian ini,
diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas regulasi, memperbaiki kelemahan-
kelemahan yang ada, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menciptakan ekosistem digital
yang aman dan menguntungkan semua pihak (Nugroho & Setiawan, 2020).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis
deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai regulasi hukum terhadap
ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk
memahami fenomena yang berkembang dalam konteks hukum digital dan e-commerce, serta untuk menggali lebih
dalam mengenai dinamika, tantangan, dan potensi pengaturan hukum dalam sektor ini. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai regulasi yang ada,
serta untuk mengeksplorasi pengaruhnya terhadap praktik ekonomi digital di Indonesia (Creswell, 2018; Patton,
2015).

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan
menganalisis regulasi hukum yang ada terkait dengan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia. Studi literatur
ini mencakup sumber-sumber primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, artikel jurnal,
laporan riset, serta buku-buku akademik terkait ekonomi digital, e-commerce, dan hukum yang relevan
(Sukmadinata, 2017). Dengan menggunakan studi literatur, peneliti akan dapat mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan dari regulasi yang ada, serta bagaimana regulasi ini diterapkan dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam dengan para ahli di bidang hukum
digital, akademisi, regulator, dan pelaku industri e-commerce untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas
mengenai masalah yang diteliti. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman
yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi hukum terhadap ekonomi digital
dan e-commerce. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan pertanyaan yang dirancang untuk
menggali pandangan, pengalaman, dan rekomendasi dari para informan mengenai regulasi yang ada serta
perbaikan yang perlu dilakukan (Kvale & Brinkmann, 2009; Bogdan & Biklen, 2016).

Data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, baik
itu mengenai kelemahan regulasi yang ada, tantangan dalam implementasi, serta solusi yang diusulkan oleh para
ahli dan pelaku industri. Proses analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan data sesuai dengan topik-topik
yang relevan, seperti perlindungan konsumen, pengaturan pajak, keamanan transaksi digital, dan lainnya, yang
kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan temuan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang
bermanfaat (Braun & Clarke, 2006; Miles & Huberman, 2014).

Penelitian ini juga akan menggunakan analisis komparatif dengan membandingkan regulasi hukum yang
berlaku di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih maju dalam pengaturan ekonomi digital dan e-commerce.
Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kekurangan dalam regulasi Indonesia
serta untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain yang relevan, seperti yang dilakukan oleh Uni
Eropa dengan GDPR dan regulasi yang ada di Amerika Serikat terkait e-commerce dan perlindungan data pribadi
(Binns, 2018; Stewart, 2020).

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber utama: data primer dan data
sekunder.

1. Data Primer: Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah
informan kunci yang terdiri dari pakar hukum, regulator, akademisi, dan pelaku industri e-commerce.
Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pandangan mereka
mengenai regulasi yang ada, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain
itu, data primer juga diperoleh dari diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) yang
melibatkan stakeholder terkait untuk mendalami berbagai pandangan mengenai isu-isu hukum dalam
ekonomi digital.

2. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, yang mencakup buku, artikel jurnal,
laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan
ekonomi digital, e-commerce, dan hukum di Indonesia. Data sekunder ini penting untuk memberikan
gambaran teoretis dan kontekstual mengenai regulasi yang ada, serta untuk membandingkan kebijakan
yang diterapkan di Indonesia dengan negara-negara lain (Merriam, 2009; Neuman, 2014).



Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Proses ini dimulai dengan transkripsi
wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi pola-
pola dan tema-tema utama yang muncul dari wawancara serta studi literatur. Data yang diperoleh akan
dikategorikan berdasarkan topik-topik utama, seperti perlindungan konsumen, pengaturan pajak, regulasi
keamanan transaksi digital, serta tantangan dan hambatan dalam implementasi regulasi di Indonesia (Jabareen,
2009).

Setelah itu, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan kebijakan dan regulasi yang ada di
Indonesia dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum yang lebih maju dalam hal ekonomi digital dan e-
commerce. Hasil analisis ini digunakan untuk menemukan celah dan peluang dalam regulasi Indonesia serta untuk
memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki efektivitas regulasi hukum di Indonesia dalam mengatur sektor
ekonomi digital (Liu, 2019; Dufty, 2018).

Penelitian ini juga akan menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk memverifikasi temuan dan
memastikan keakuratan data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan data
sekunder yang ada untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan (Flick, 2018; Maxwell, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terhadap ekonomi digital dan e-commerce
di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi pengaturan hukum dalam sektor ini. Melalui
metode kualitatif dan analisis deskriptif, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada di
Indonesia dalam mengatur ekonomi digital dan e-commerce masih menghadapi sejumlah tantangan, namun juga
memiliki potensi untuk berkembang lebih baik. Pembahasan berikut ini akan menguraikan hasil penelitian
berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, yaitu terkait dengan regulasi hukum yang ada,
tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk
meningkatkan efektivitas regulasi hukum di Indonesia dalam mengatur ekonomi digital dan e-commerce.

Tantangan dalam Regulasi Hukum terhadap Ekonomi Digital dan E-Commerce di Indonesia

Salah satu tantangan terbesar dalam pengaturan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia adalah
ketidaksiapan regulasi yang ada untuk mengakomodasi perkembangan yang sangat pesat dalam sektor ini. Saat
ini, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang berkaitan dengan ekonomi digital, seperti Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun regulasi
tersebut masih dirasa kurang memadai dalam menangani masalah yang muncul akibat perkembangan ekonomi
digital (Taufik & Kurniawan, 2019).

UU ITE, yang diundangkan pada tahun 2008, meskipun memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik,
masih memiliki kelemahan yang signifikan, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan keamanan
transaksi (Hidayat, 2021). Dalam beberapa kasus, penerapan UU ITE justru menimbulkan masalah baru terkait
dengan kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik melalui media digital (Yudiana & Setiawan, 2020).
Sementara itu, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia juga belum cukup kuat.
Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) telah mengatur hak-hak konsumen secara umum,
masih terdapat banyak celah yang memungkinkan adanya penipuan dalam transaksi online, seperti produk palsu
atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan di platform e-commerce.

Tantangan lainnya yang ditemukan adalah ketidakmampuan regulasi dalam mengatasi ketimpangan antara
pelaku bisnis lokal dan internasional dalam e-commerce. Banyak perusahaan besar, seperti Amazon dan Alibaba,
yang beroperasi di Indonesia, namun tidak sepenuhnya dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang ada.
Oleh karena itu, sektor ini mengalami ketimpangan dalam hal persaingan, karena perusahaan-perusahaan lokal
harus memenuhi kewajiban pajak yang lebih ketat dibandingkan dengan pemain asing (Kurniawan & Santoso,
2021). Hal ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan iklim usaha yang adil bagi semua pelaku ekonomi
digital di Indonesia.

Pentingnya Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce

Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam regulasi e-commerce. Dalam transaksi online,
konsumen rentan terhadap berbagai jenis risiko, seperti penipuan, pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan,
atau data pribadi yang disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor e-
commerce sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, undang-
undang tersebut belum secara spesifik mengatur aspek transaksi digital. Hal ini menyebabkan banyak konsumen
yang merasa tidak terlindungi ketika mengalami masalah dalam transaksi online. Sebagai contoh, data yang
diperoleh dari survei menunjukkan bahwa 45% konsumen Indonesia pernah mengalami masalah dengan produk
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yang dibeli secara online, namun hanya 30% dari mereka yang merasa bahwa mereka mendapatkan solusi yang
memadai melalui jalur hukum (Sari & Hendra, 2021).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan konsumen adalah dengan
memperbarui dan menyesuaikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih relevan dengan transaksi
digital. Negara-negara lain yang lebih maju dalam regulasi e-commerce, seperti Uni Eropa dengan General Data
Protection Regulation (GDPR), memberikan contoh yang baik dalam hal perlindungan data pribadi dan hak-hak
konsumen dalam transaksi digital. Indonesia dapat meniru praktik ini dengan menetapkan peraturan yang lebih
ketat terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam e-commerce dan memastikan bahwa platform-platform
digital memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang merasa
dirugikan (Lee, 2021; Binns, 2018).

Pajak dalam Ekonomi Digital dan E-Commerce: Tantangan dan Solusi

Perpajakan dalam ekonomi digital merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Banyak pelaku
bisnis internasional yang tidak terdaftar di Indonesia dan tidak membayar pajak atas transaksi yang dilakukan di
negara ini. Hal ini menjadi masalah karena transaksi e-commerce lintas batas yang semakin kompleks dan sulit
untuk dikontrol oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi
Kementerian Keuangan, hanya sekitar 15% dari transaksi e-commerce yang dikenakan pajak yang sesuai,
sementara sisanya, terutama yang melibatkan perusahaan asing, tidak terdeteksi atau dikenakan pajak (Yudiono,
2021).

Namun, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018, yang mengatur pajak untuk pedagang
online asing. Meskipun regulasi ini sudah ada, implementasinya masih terbatas karena kurangnya mekanisme
untuk melacak transaksi lintas negara dan kesulitan dalam menentukan kewajiban pajak perusahaan asing yang
beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah penguatan sistem pelaporan pajak digital
dan pengembangan platform yang memungkinkan pemerintah untuk memantau transaksi e-commerce secara lebih
efektif. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama internasional untuk mengatur pajak atas transaksi
e-commerce lintas negara melalui mekanisme seperti OECD Digital Economy Taxation (OECD, 2020).

Rekomendasi untuk Pengembangan Regulasi Hukum yang Lebih Baik

Berdasarkan hasil analisis ini, ada beberapa rekomendasi untuk memperbaiki regulasi hukum terhadap
ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia.

Pertama, Indonesia perlu memperbarui dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
agar lebih relevan dengan transaksi digital. Regulasi ini perlu mencakup ketentuan yang lebih jelas mengenai hak-
hak konsumen dalam transaksi online, mekanisme pengembalian barang, serta perlindungan data pribadi
konsumen. Penyesuaian ini akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang bertransaksi di platform e-
commerce.

Kedua, pemerintah Indonesia harus mengembangkan sistem pajak yang lebih efektif untuk ekonomi digital.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan transaksi e-
commerce melalui platform digital yang dapat mengidentifikasi pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas
negara. Selain itu, penguatan kerjasama internasional dengan negara-negara yang memiliki regulasi lebih maju
dalam pengaturan pajak atas e-commerce sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan
efektif.

Ketiga, untuk meningkatkan keamanan transaksi digital, regulasi yang ada perlu memasukkan ketentuan
yang lebih ketat terkait keamanan data dan transaksi. Penerapan teknologi keamanan yang canggih, seperti
blockchain, dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan transparansi dalam
transaksi e-commerce.

PENUTUP

Berdasarkan hasil peneltian, regulasi hukum terhadap ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia masih
memiliki banyak tantangan yang perlu diatasi. Meskipun ada beberapa regulasi yang sudah ada, seperti UU ITE
dan UU Perlindungan Konsumen, regulasi tersebut belum cukup efektif dalam mengatur semua aspek yang terkait
dengan ekonomi digital, seperti perlindungan konsumen, pengaturan pajak, dan keamanan transaksi. Oleh karena
itu, perlu ada pembaruan dan penguatan regulasi agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital
secara maksimal dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak. Rekomendasi yang diajukan
dalam penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan lebih relevan
dengan dinamika ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami
tantangan yang dihadapi dalam regulasi ekonomi digital di Indonesia serta memberikan solusi yang aplikatif untuk
memperbaiki regulasi yang ada. Ke depan, Indonesia perlu lebih fokus pada penguatan regulasi yang dapat
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melindungi konsumen, mengatur pajak dengan lebih adil, dan meningkatkan keamanan transaksi digital agar sektor
e-commerce dapat tumbuh dengan lebih stabil dan berkelanjutan.
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